
 

 

 
 
 

BUPATI SIGI 
 

PERATURAN BUPATI SIGI 

           NOMOR 17 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN SIGI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  
BUPATI SIGI, 

 
Menimbang : a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan 

kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga 

perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan 
asap rokok; 

  b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan 
lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah 

daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di 
Kabupaten Sigi.  

 
Mengingat  

 
: 

 
1. 

 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 
Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3971); 
  5. 

 
 

 
 
 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
 

SALINAN 



 

6. 
 

 
 

7. 

 

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. 

Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor  3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3); 

    

     MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN 

TANPA ROKOK DI KABUPATEN SIGI. 

 

   BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Sigi. 

4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR 
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang 
untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi 

dan/atau penggunaan rokok. 
5. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat 

KTM adalah ruangan atau area dimana kegiatan merokok 
hanya boleh dilakukan di tempat khusus. 

6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang 
diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang 
berada didalam KTR. 

7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus 
termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan 

dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan 
spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung 

nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. 
8. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun 

terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang 

dikeluarkan oleh perokok. 
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun 
tidak. 

10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 

maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang 
digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan 

dan/atau pelatihan. 
 
 



 

12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun 
terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-

anak. 
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup 

yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus 
dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk masing-

masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat 
ibadah keluarga. 

14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat 

yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara 
biasanya dengan kompensasi. 

15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, 
tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana 

tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga 
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat 
sumber atau sumber-sumber bahaya. 

16. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan 

untuk kegiatan bagi masyarakat. 
17. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah terbuka yang 

dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan 
masyarakat. 

18. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 

Terbatas Merokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah 

dan/atau individu yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk 
selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk 

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup 
Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing. 
 

Bagian Kedua 

Tujuan 

Pasal 2 

Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :  
a. memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam 

menetapkan KTR; 
b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap 

rokok; 
c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan 

sehat bagi masyarakat;dan/atau 
d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari 

dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak 

langsung. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



BAB II 

RUANG LINGKUP KTR 

Pasal 3 

(1) KTR meliputi :  

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar mengajar; 

c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadah; 
e. angkutan umum; 

f. tempat kerja; 
g. tempat umum; dan/atau  

h. tempat lainnya yang ditetapkan. 
(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan 
dan menerapkan KTR. 

(3) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok 

dilarang melakukan kegiatan :  
a. memproduksi atau membuat rokok; 

b. menjual rokok; 
c. menyelenggarakan iklan rokok; 

d. mempromosikan rokok; dan/atau 
e. menggunakan rokok. 

 
Pasal 4 

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang 

menyediakan tempat khusus untuk merokok dan 
merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga 

batas terluar.  
(2) Pimpinan  atau  penanggung  jawab  Kawasan  Tanpa  

Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

berkewajiban untuk :  
a. membuat dan memasang 

tanda/petunjuk/peringatan larangan 
merokok;dan/atau 

b. wajib memberikan teguran dan peringatan kepada 
setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat 
(3). 

 
Pasal 5 

(1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
huruf f dan g dapat menyediakan tempat khusus untuk 

merokok. 
(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :  

a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang 
berhubungan langsung dengan udara luar sehingga 

udara dapat bersirkulasi dengan baik; 
b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan 

ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas; 
c. jauh dari pintu masuk dan keluar;dan  
d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang. 

 
 

 



BAB III 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 6 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan 

Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok 
di Daerah.  

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan dengan cara : 
a. memberikan sumbangan pemikiran dan  

pertimbangan berkenaan dengan penentuan 
kebijakan  yang  terkait dengan  Kawasan  Tanpa 

Rokok  dan  Kawasan  Terbatas Merokok; 
b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan 

sarana dan prasarana  yang  diperlukan  untuk 
mewujudkan  Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 
Terbatas Merokok; 

c. ikut  serta dalam memberikan bimbingan dan 
penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada 

masyarakat; 
d. mengingatkan  setiap  orang  yang  melanggar  

ketentuan Pasal 3;dan/atau 
e. melaporkan  setiap  orang  yang  terbukti  melanggar 

ketentuan  Pasal  3,  atau  Pasal  4  ayat  (2)  kepada 

pimpinan/penanggungjawab  Kawasan  Tanpa  
Rokok  dan Kawasan Terbatas Merokok. 

 
 

BAB IV 

TUGAS 

Pasal 7 

Program Promosi Kesehatan melalui Dinas Kesehatan 

bertugas untuk : 
a. memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai 

bahaya bagi perokok dan perokok pasif; 
b. menyediakan konseling berhenti merokok;dan/atau 
c. memberikan informasi, edukasi dan pengembangan 

kemampuan masyarakat untuk berprilaku sehat. 
 

 

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

 
(1) Kepala  Daerah  berwenang  melakukan  pembinaan  dan 

pengawasan  sebagai  upaya  mewujudkan  Kawasan  
Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok di daerah. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat 
dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa 

Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 
 

 
 



(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan  
yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan 

Terbatas Merokok. 
(4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan  

pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) kepada pejabat  di Lingkungan Pemerintah  

Daerah  sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing. 
 

Pasal 9 

 
Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7, Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pemantau 
Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. 

 
 

BAB VI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 10 

(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok 
atau Kawasan Terbatas Merokok yang melanggar 

ketentuan Pasal 5 ayat (1) atau ayat (2), dapat dikenakan 
sanksi berupa : 

a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. pencabutan izin; dan/atau 

d. denda paling banyak  Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. 

 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 11 
 

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran  
Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai  
Negeri Sipil Daerah. 

(2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang : 

a. menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang 
mengenai  adanya  tindak  pidana  atas  pelanggaran 

Peraturan Daerah; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di  

tempat kejadian; 

c. menyuruh berhenti  seseorang  dan  memeriksa  
tanda pengenal diri tersangka ; 

d. melakukan penyitaan benda atau surat ; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi ; 

 

 
 

 



g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah  

mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak 
terdapat cukup bukti  atau  peristiwa  tersebut  

bukan  merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
melalui  penyidik memberitahukan hal tersebut 

kepada  penuntut  umum,  tersangka  atau 
keluarganya;dan/atau 

i. mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum yang  

dapat dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  tidak 

berwenang melakukan penangkapan dan/atau 
penahanan. 

(4) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  
pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan 
dalam hal : 

a. pemeriksaan tersangka; 
b. memasuki tempat tertutup; 

c. penyitaan barang; 
d. pemeriksaan saksi; 

e. pemeriksaan di tempat kejadian;dan/atau 
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan. 

 

 

BAB VIII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 12 
 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal  3 atau 

Pasal  4 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau  denda  paling  banyak  Rp. 

50.000.000  (lima puluh  juta rupiah). 
(2) Tindak  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

adalah tindak pidana pelanggaran. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

 
Peraturan Bupati ini  mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Pasal 14 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi. 

 

Ditetapkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal, 11 Maret 2015 
 

BUPATI SIGI, 

 

ttd 

 
ASWADIN  RANDALEMBAH 

 

Diundangkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal 11 Maret 2015 

   SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,  

 
  

                                ttd 

                     HUSEN HABIBU 

        
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2015 NOMOR 17 

Salinan sesuai dengan aslinya: 

KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 

 
 

 
 

DIDI BAKRAN, SH.,M.Si 

Pembina 
Nip. 197005022000121004 

 

 

 


